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PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1
No. 158/1997 dan No0.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No Huruf Na“.‘a Na”.‘a Keterangan
Arab Latin Latin
1 \ alif - Tidak dilambangkang
2 - ba’ B -
3 ¥ ta’ T -
4 & sa’ $ s dengan titik di atas
5 z jim i -
6 C ha’ h ha dengan titik dibawah
7 c kha’ kh -
8 > dal d -
9 5 zal zZ zet dengan titik di atas
10 B ra’ r -
11 3 zai z -
12 o sa’ S -
13 o syin sy -
14 P sad S es dengan titik di bawah




15 % dad d de dengan titik di bawah
16 b ta’ t te dengan titik di bawah
17 b za’ z zet dengan titik di bawah
18 ¢ ain ‘ koma terbalik di atas
19 ¢ gain g i

20 ) fa’ f -

21 S gaf q -

22 4 kaf k -

23 J lam I -

24 ¢ mim m -

25 O nun n -

26 3 wawu w -

27 2 ha’ h -

28 : hamzah ’ Apostrop

29 ¢ ya’ y -

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis
lengkap

& 4 ditulis Aimadiyyah
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C. Ta’ Marbutah
1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat,

fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau
CGh”.
Contoh: Jedll 8y : Zakat al-Fifri atau Zakah al-Fifri

2. Transliterasi Ta’ Marbufah mati dengan “h”

Contoh: ScUa Talhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan
kedua kata itu terpisah maka Ta’ Marbufah itu

ditransliterasikan dengan “h”
Contoh: &3 &3y Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

sl - ditulis Jama ‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
& deas  ditulis Ni ‘matullah
sed) 88y ditulis Zakat al-Firi

D. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia,
terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap

atau diftong.
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1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal

Nama Huruf Latin Nama
1 A Fathah a a
2 e Kasrah [ i
3 A Dammah u u

Contoh:
S — Kataba o2k — Yazhabu
Jf-w —Su’ila ;5 — Zukira

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai

berikut:
Tanda Huruf Nama
"8 Vokal Nama Latin
1 & Fathah dan Ya’ i adani
2 5 Fathah dan Waw au adan u
Contoh:

E. Vocal Panjang (Maddah)
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Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan

huruf transliterasinya sebagai berikut:

No | Janda Nama Latin Nama
Vokal
1 ) Fathah dan alif a a bergaris atas
2 TR P & a a bergaris atas
layyinah 9
3 S Kasrah dan ya’ 1 | bergaris atas
4 Pte Dammah dan waw [ u bergaris atas
Contoh:
U : Tuhibbiina
Ol : al-Insan

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

dipisahkan dengan Apostrof

‘.:Jﬁ . a’antum
S ge . mu’annas
G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( J) ) ditulis dengan huruf

kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam



lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang
disandarkan (izafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

Al-Bukharty dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
Masya’ Allah kana wa md lam yasya’ lam yakun.

Billah ‘azza wa jalla

oA W N

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

oA\« ditulis al-Quran

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya

dapd) 2 ditulis as-Sayyi ‘ah

. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan
dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun
di akhir.

Contoh:
-Lo.é : Muhammad
340 : al-Wudd
Kata Sandang “J)”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan

huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I ”.



Contoh:

of, ) s al-Qur’an
Lt - al-Sunnah
Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal
huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan
penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf
kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”,
dll.

Contoh:

S el al-Imam al-Gazali

U &l 1 al-Sab ‘u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku
bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,
maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

Wls yuzi : Nasrun minallzhi

s & Lillahi al-Amr Jami‘a
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K. Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas ()
atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi
jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya
ditransliterasikan harakatnya saja.
Contoh:

o) psls sl : Ihya’ ‘Uliim al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau
huruf, ditulis terpisah. Hanya Kkata-kata tertentu yang
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan Kkata
tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh :

oyl > b I Oy :wa innallaha lahuwa khair al-Razigin
M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam

rangkaian tersebut

(W}“ < : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul

Islam.
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ABSTRAK

Kusuma, Wahyu Intan 2024. Kepastian Hukum Aturan Kriteria
Merek Produk Sebagai Syarat Dalam Memperoleh Sertifikat Halal.
Skripsi  Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
Universitas Islam  Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.1.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal (UU JPH) bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum terkait kehalalan suatu produk yang dibuktikan
dengan sertifikat halal. Didalamnya diatur segala sesuatu yang
berhubungan dengan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,
khususnya mekanisme sertifikasi halal, mulai dari pengajuan
permohonan, sampai dengan diterbitkannya sertifikat halal. Salah satu
syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sertifikasi
halal adalah produk harus memiliki nama produk (merek). Dalam
pelaksanaan sertifikasi halal, banyak pelaku usaha yang pengajuan
permohonan sertifikasi halalnya ditolak dengan alasan merek
produknya tidak sesuai dengan syariat islam, pada kenyataannya,
dalam UU JPH atau aturan lain yang mengatur mengenai sertifikasi
halal tidak ditemukan aturan yang mengatur spesifik terkait bagaimana
kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikat
halal. Hal ini menimbulkan indikasi bahwa kepastian hukum belum
tercermin dalam regulasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
aturan dan formulasi ideal kriteria merek produk agar dapat
bersertifikat halal.

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, metodologi yang
digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif
dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, yakni mengkaji
aturan-aturan yang berkaitan dengan kriteria merek produk sebagai
syarat dalam memperoleh sertifikat halal.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa aturan mengenai Kkriteria
nama produk (merek) dalam memperoleh sertifikat halal sesungguhnya
telah diatur dalam dua regulasi, yakni dalam Keputusan Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 20 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk
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Halal No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk
Halal dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 44 Tahun 2020
Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak
Dapat Disertifikasi Halal. Namun dua regulasi tersebut hanya
mengatur secara umum atau belum mengatur secara tegas dan spesifik
terkait kriteria merek produk yang dapat atau tidak dapat disertifikasi
halal. Hal ini berarti bahwa dua regulasi di atas masih memiliki celah
untuk dapat diartikan berbeda atau multitafsir, dan dapat dikatakan
bahwa formulasinya belum ideal, yang mana hal ini tidak sesuai
dengan asas kepastian hukum.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Merek Produk, Sertifikasi Halal.
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ABSTRACT

Kusuma, Wahyu Intan 2024. Legal Certainty Rules Of Product
Brand Criteria As A Requirement For Obtaining A Halal Certificate.
Thesis Faculty of Sharia, Departement of Sharia Economic. State
Islamic Univercity K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.1.

The issuance of Law Number 33 of 2014 concerning Halal
Product Guarantee (JPH Law) aims to provide legal certainty
regarding the halalness of a product as evidenced by a halal
certificate. It regulates everything related to the implementation of
Halal Product Guarantee, especially the halal certification
mechanism, starting from submitting an application, until a halal
certificate is issued. One of the requirements that must be met in
submitting an application for halal certification is that the product
must have a product name (brand). In the implementation of halal
certification, many business actors whose applications for halal
certification are rejected on the grounds that their product brands are
not in accordance with Islamic law, in fact, in the JPH Law or other
rules governing halal certification there are no specific rules
governing product brand criteria in terms of halal certificates. This
indicates that legal certainty has not been reflected in this regulation.
This study aims to determine the rules and ideal formulation of
product brand criteria in order to be halal certified.

To answer the formulation of the problem above, the
methodology used in this thesis is a normative juridical research
method with a statutory and conceptual approach, which examines the
rules relating to product brand criteria as a condition in obtaining a
halal certificate.

The results showed that the rules regarding the criteria for
product names (brands) in obtaining halal certificates have actually
been regulated in two regulations, namely in the Decree of the Halal
Product Guarantee Agency No. 20 of 2023 concerning Amendments to
the Decree of the Halal Product Guarantee Agency No. 57 of 2021
concerning Criteria for the Halal Product Guarantee System and
Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 44 of 2020
concerning the Use of Names, Forms and Packaging of Products that
Cannot be Halal Certified. However, these two regulations only
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regulate in general or have not regulated explicitly and specifically
regarding the criteria for product brands that can or cannot be
certified as halal. This means that the two regulations above still have
gaps to be interpreted differently or multiple interpretations, and it can
be said that the formulation is not ideal, which is not in accordance
with the principle of legal certainty.

Keywords: Legal Certainty, Product Trademark, Halal Certification.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Produk yang sudah dianggap sesuai dengan hukum Islam
dikenal dengan produk halal.® Sebelum suatu produk dikatakan
sebagai produk halal, terdapat serangkaian kegiatan yang dikenal
sebagai Proses Produk Halal (PPH). Proses Produk Halal (PPH)
adalah prosedur yang harus diikuti agar suatu produk dianggap
halal. Prosedurnya diantaranya memasok bahan-bahan yang
diperlukan, memproses, menyimpan, mengemas, mendistribusikan,
menjual dan menyajikan produk untuk menerima sertifikat halal.
Produk yang diakui kehalalannya oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH) berlandaskan fatwa formal yang
diberikan oleh Majelis Ulama Indoonesia (MUI) diberikan sertifikat
yang kemudian dikenal sebagai Sertifikat Halal.?

Regulasi terkait sertifikasi halal adalah suatu bentuk aturan
yang bertujuan menyediakan keamanan kepada pelanggan muslim
yang sudah sepatutnya diimplementasikan dengan baik. Undang-
Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
merupakan salah satu dari beberapa regulasi yang mengatur hal-hal
yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Lahirnya Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait kehalalan

! pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.
? pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.



suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Didalamnya
diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan
Jaminan Produk Halal, khususnya mekanisme sertifikasi halall,
mulai dari pengajuan permohonan, sampai dengan diterbitkannya
sertifikat halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal, semua aspek
kriteria produk halal pun harus dipenuhi oleh produsen karena akan
mempengaruhi pertimbangan dari BPJPH untuk mengeluarkan
pengakuan halal terhadap produk yang didaftarkan untuk
memperoleh sertifikasi halal dari MUI.

Salah satu aspek kriteria produk halal yang mempengaruhi
pertimbangan BPJPH untuk mengeluarkan pengakuan halal
terhadap suatu produk adalah nama produk (merek). Akan tetapi
dalam regulasi-regulasi terkait sertifikasi halal yang ada, tidak
ditemukan aturan yang spesifik mengatur kriteria merek produk
dalam memperoleh Sertifikat Halal, baik yang diperbolehkan
maupun yang tidak diperbolehkan untuk disertifikasi halal. Disisi
lain, dalam regulasi-regulasi tersebut mewajibkan bahwasannya
produk harus memiliki merek. Hal ini menjadi sebuah masalah
tersendiri, kerena pada praktiknya, banyak usaha yang tidak lolos
sertifikasi halal dikarenakan merek produk yang dianggap tidak
sesuai, hal ini tentunya membutuhkan dasar yang kuat yaitu berupa
regulasi yang rinci dan sifatnya mengikat mengenai merek produk
yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan sebagai salah
satu kriteria untuk memperoleh sertifikat halal.

Hal ini selaras dengan harus diterapkannya prinsip kepastian

hukum. Kepastian hukum sendiri adalah salah satu dari 3 tujuan



hukum. Tiga tujuan hukum dalam buku “einfuhrung in die
rechtwissenschaften” karya Gustav Radbruch yakni keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian.® Kepastian hukum sangat penting bagi
perkembangan peraturan perundang-undangan karena merupakan
prinsip sentral dari asas-asas negara hukum. Maxeiner berpendapat
bahwa kepastian hukum memiliki dua tujuan: melindungi warga
negara dari tindakan sewenang-wenang pemeritah yang memiliki
kekuatan untuk membangun dan menegakkan supremasi hukum dan
mendorong orang untuk mematuhi hukum.’

Berangkat dari pemaparan latar belakang diatas, penulis ingin
membahas lebih lanjut terkait kepastian hukum aturan Kkriteria

merek produk sebagai syarat dalam memperoleh Sertifikat Halal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, ditemukan sebuah legal issue
yaitu tidak ditemukannya regulasi yang mengatur secara spesifik
mengenai Kriteria merek produk dalam memperoleh Sertifikat Halal
pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal maupun Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai
dasar hukum mengenai sertifikasi halal. Dari legal issue diatas,

dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

® Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, him
45,

* Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas
Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk
Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”,
Jurnal llmu Hukum, Vol. 16 Nomor 1, Februari 2020.



1. Bagaimana aturan kriteria merek produk agar dapat bersertifikat
halal?
2. Bagaimana formulasi ideal aturan kriteria merek produk dalam

memperoleh sertifikasi halal?

. Tujuan Penelitian
Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:
1. Menjelaskan aturan kriteria merek produk agar dapat
bersertifikat halal.
2. Menemukan dan menjelaskan formulasi ideal aturan Kkriteria

merek produk dalam memperoleh sertifikasi halal.

. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, pada umumnya penelitian ini dapat dijadikan
pandangan lain sebagai sarana pengembangan hukum ekonomi
syariah, dan secara khusus terkait kepastian hukum aturan
kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh
sertifikasi halal.

2. Secara praktis, pembuat kebijakan dapat mengambil manfaat dari
penelitian ini, terkait dengan pembentukan regulasi Kkriteria

merek produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikasi halal.

. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai alat analisis
adalah prinsip kepastian hukum dengan menyertakan regulasi
sertifikasi halal di Indonesia. Argumentasinya adalah: 1) regulasi

dan prinsip yang digunakan dalam penelitian ini selaras dengan



permasalahan yang sedang dikaji, selain itu, Sesuai metode dan
jenis penelitian; 2) regulasi dan konsep tersebut dapat saling
melengkapi sebagai pisau analisis, sehingga analisis dapat
dilakukan secara menyeluruh, mendalam dan sistematis.

1. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian didefinisikan sebagai kejelasan norma yang
berfungsi sebagai panduan untuk masyarakat yang diharuskan
mematuhi peraturan ini. Kejelasan skenario perilaku umum yang
mengikat semua anggota Masyarakat, termasuk konsekkuensi
hukum, dikenal sebagai Kepastian Hukum. Selain itu, kepastian
hukum juga merujuk pada hal yang diatur dalam hukum
tertentu.” Kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan yang
masuk akal terhadap kesewenang-wenangan dan memastikan
bahwa seseorang akan menerima apa yang diharapkan darinya
dalam keadaan tertentu. Tugas hukum adalah menjaga kepastian
hukum karena bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat.
Salah satu aspek hukum yang tidak dapat dipisahkan dari
peraturan hukum yang terkodifikasi adalah kepastian hukum.
Tanpa adanya nilai kepastian hukum maka hukum akan
kehilangan wibawa moralnya dan menjadi tidak berguna bagi

seluruh masyarakat.’

® Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan kedua puluh empat, 1990,
Jakarta: Pradnya Paramita, him. 24-25.

® Fence M. Wantu, “Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”,
Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada, him. 193.



Menurut Hans Kelsen, hukum adalah seperangkat standar.
Aspek “harus” atau das sollen ditekankan dalam standar itu
sendiri, dan ini diikuti dengan sejumlah peraturan yang merinci
apa yang harus dilakukan. Norma-norma umum yang terdapat
dalam undang-undang memberikan petunjuk bagaimana
seharusnya setiap orang berperilaku dalam masyarakat. Undang-
undang ini pada akhirnya membatasi cara masyarakat
berperilaku. Kepastian hukum diciptakan oleh peraturan dan
bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan.’

2. Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia.

Regulasi sertifikasi halal adalah seperangkat aturan yang
mengatur hal-hal tang berkaitan dengan sertifikasi halal.
Sertifikasi halal adalah serangkaian cara yang harus dilalui guna
memperoleh sertifikat halal MUI. Sertifikat halal menurut Pasal
1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal (UU JPH) adalah pengakuan kehalalan
suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa
halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Islam telah menggariskan batasan-batasan mengenai
konsep halal. Berdasarkan pemikiran Devid Frastiawan Amir
Sup,® dapat disimpulkan bahwa tentulah diperlukan kekuatan
untuk mempertahankan dan menjaga konsep halal, salah satu
kekuatan tersebut adalah pemerintah yang telah menetapkan

’ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008,
him. 158.

8 Sup, D. F. A, dkk, “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia”.
Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume 10, No. 1, 2020.



regulasi halal. Untuk menjaga kepentingan umum, regulasi
sangatlah penting sebagai acuan standar norma dan kualitas
perilaku yang diterima masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan
aturan yang harus ditetapkan dan dipatuhi baik pusat maupun
daerah.” Bersamaan dengan hal tersebut, kehalalan produk-
produk yang ada di Indonesia diharapkan agar selaras dengan
konsep halal di dalam Islam.

Sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Didalamnya dijelaskan
peraturan terkait dengan PPH (Proses Produk Halal), PPH sendiri
merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin
kehalalan produk. Dalam UU JPH tercantum, bahwa produk
yang akan disertifikasi halal harus memiliki nama/merek. Merek
produk dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan merek
adalah: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi
dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Merek
produk adalah label yang ditempatkan di barang yang
diperjualbelikan oleh individu, kolektif, badan hukum dan
organisasi untuk memberikan perbedaan dengan produk lain

yang sejenis.

9 Sup, D. F. A, “Tinjauan Maslahah Terhadap AMDAL.”, Muslim Heritage,
Vol. 4, No. 1. 2019, him. 37-59.



F. Penelitian yang Relevan

Penulis sebelumnya telah melakukan penelitian dengan
tema yang berkaitan dengan yang disebutkan oleh penulis
sekarang. Beberapa karya tersebut diantaranya:

Jurnal dengan judul: “Penolakan Sertifikasi Label Halal
MUI Surabaya Pada Produk “Mie Setan” Perspektif Hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014” yang
terdapat dalam Jurnal Maliyah (Jurnal Hukum Bisnis Islam)
Volume 11, Nomor 02, Desember 2021. Jurnal ini ditulis oleh
Siti Nur Faiza menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam
publikasi tersebut dibahas bagaimana analisis hukum Islam
terkait dengan produk (mie setan) yang ditolak sertifikasi
halalnya oleh MUI Surabaya.' Penelitian yang sedang dilakukan
penulis dan jurnal ini identik, yaitu mengkaji terkait sertifikasi
halal terkait label produk, namun terdapat perbedaan antara
jurnal milik Siti Nur Faiza dengan penelitian yang dilakukan
oleh peneliti, yakni jurnal milik Siti Nur Faiza mengkaji terkait
tinjauan penolakan sertifikasi halal dalam hukum Islam,
sementara yang dikaji oleh peneliti adalah terkait kepastian
hukum dari kriteria merek produk sebagai syarat dalam
memperoleh sertifikat halal.

Jurnal dengan judul: “Kepastian Hukum Sertifikasi dan
Labelisasi Halal Produk Pangan” yang terdapat dalam Jurnal
Dinamika Hukum, Volume 14, No. 2, Mei 2014. Jurnal ini

19 Siti Nur Faiza, “Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada
Produk “Mie Setan” Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 33 Tahun
20147, Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, Volume 11, No. 02, Desember 2021.



ditulis oleh KN Sofyan Hasan menggunakan metode deskriptif
analitis. Dalam publikasi tersebut dibahas bagaimana
perlindungan dan jaminan kepastian hukum terkait sertifikasi dan
labelisasi halal produk pangan bagi konsumen yang beragama
Islam di Indonesia.'* Penelitian yang sedang dilakukan penulis
dan jurnal ini identik, yaitu sama-sama mengkaji terkait
sertifikasi halal, namun terdapat perbedaan antara jurnal yang
ditulis oleh KN Sofyan Hasan dengan penelitian yang dilakukan
oleh peneliti, yaitu jurnal milik KN Sofyan Hasan mengkaji
terkait perlindungan dan jaminan kepastian hukum sertifikasi dan
labelisasi halal produk pangan bagi konsumen yang beragama
Islam di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti mengkaji lebih spesifik terkait kepastian hukum dari
kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh
sertifikat halal itu sendiri.

Penelitian dengan judul: “Kepastian Hukum dalam
Perjanjian Electronic Commerce” Penelitian ini berbentuk skripsi
dan ditulis oleh Rachel Oktalia Cahyono dimana penelitian ini
termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Studi ini mengkaji
kepastian hukum dari perjanjian electronic commerce.*
Penelitian yang sedang dilakukan penulis dan skripsi ini identik,
yaitu sama-sama mengkaji terkait kepastian hukum, kepastian

hukum disini digunakan sebagai pisau analisis untuk kemudian

1 KN Sofyan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk
Pangan”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, No. 2, Mei 2014.

12 Rachel Oktalia Cahyono, Kepastian Hukum dalam Perjanjian Electronic
Commerce, Universitas Jember, 2017.
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menelusuri aturan terkait perjanjian electronic commerce yang
diduga belum memenuhi prinsip kepastian hukum. Hal yang
membedakan antara skripsi yang ditulis oleh Rachel Oktalia
Cahyono dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu
skripsi milik Rachel Oktalia Cahyono mengkaji terkait kepastian
hukum dalam aturan perjanjian electronic commerce, sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji terkait
kepastian hukum dari kriteria merek produk sebagai syarat dalam
memperoleh sertifikat halal.

Jurnal dengan judul: “Kepastian Hukum Dalam Hukum
Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law” yang terdapat
dalam Jurnal llmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi
(MEA), Vol. 4 No. 1, 2020. Jurnal ini ditulis oleh Hernawati R.
A. S dan Joko Trio Suroso menggunakan metode yuridis
normatif. Dalam publikasi tersebut dibahas bagaimana Kepastian
Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Perspektif
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman
modal; dan Bagaimana analisis terhadap Penataan Regulasi
Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law.*® Penelitian yang
sedang dilakukan penulis dan jurnal ini identik, yaitu sama-sama
mengkaji terkait kepastian hukum, namun terdapat perbedaan
antara jurnal yang ditulis oleh Hernawati R. A. S dan Joko Trio
Suroso dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu

jurnal milik Hernawati R. A. S dan Joko Trio Suroso mengkaji

% Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T, “Kepastian Hukum Dalam Hukum
Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law”, Jurnal Iimiah Manajemen, Ekonomi,
& Akuntansi (MEA), Vol. 4 No. 1, 2020.
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terkait kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia
dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
penanaman modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti mengkaji terkait kepastian hukum dari kriteria merek
produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikat halal.

Jurnal dengan judul: “Kepastian Hukum dan Perlindungan
Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia”
yang terdapat dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 5 No. 2,
2021. Jurnal ini ditulis oleh Desi Apriani dan Ariffin Bur dan
tergolong pada penelitian hukum normatif. Dalam publikasi
tersebut dibahas bagaimana kepastian hukum dalam kegiatan
pendaftaran tanah.!* Penelitian yang sedang dilakukan penulis
dan jurnal ini identik, yaitu sama-sama mengkaji terkait
kepastian hukum, namun terdapat perbedaan antara jurnal yang
ditulis oleh Desi Apriani dan Ariffin Bur dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti, yaitu jurnal milik Desi Apriani dan
Ariffin Bur mengkaji terkait kepastian hukum dalam kegiatan
pendaftaran tanah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti mengkaji terkait kepastian hukum dari kriteria merek
produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikat halal.

G. Metode Penelitian
Metode atau pendekatan adalah sarana melalui mana hasil

yang diinginkan harus dicapai. Cara pertama yang perlu

* Apriani, D., & Bur, A. “Kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam
sistem publikasi pendaftaran tanah di indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 5
No. 2, 2021.
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digunakan adalah dengan mencermati objek subjek penelitian.
Setiap proyek penelitian membutuhkan pemahaman yang jelas
tentang proses penelitian karena itu adalah sarana.’® Berikut
adalah beberapa teknik penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum
normatif (yuridis normatif), yang merupakan prosedur untuk
mengidentifikasi aturan hukum, doktrin hukum, atau prinsip
hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang
bersangkutan. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian
hukum normatif karena fokus yang dikaji dalam penelitian ini
yakni mencari sumber hukum berupa peraturan perundang-
undangan yang mengatur terkait kriteria merek produk
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat halal.
Pada penelitian hukum serupa, hukum sering ditafsirkan
sebagai apa yang dikodifikasikan dalam undang- undang dan
peraturan, juga sebagai pedoman atau konvensi yang
berfungsi sebagai harapan yang wajar dari perilaku manusia.*®
2. Pendekatan Penelitian
Peneliti menggunakan 2 pendekatan pada penelitian ini,
yakni pendekatan undang-undang (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach).

®Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi
lImiah, Bandung: Tarsito, 1972, him. 121.

Y Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Jakarta: PT Raja Graffindo Persada, 2006, him. 118.
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Pendekatan undang-undang (statute approach) pada
penelitian ini digunakan untuk menelusuri undang-undang
atau regulasi terkait dengan kajian penelitian ini. Pendekatan
undang-undang (statute approach) dalam penelitian ini
dimaksudkan untuk melihat hukum dan aturan yang
terhubung dengan legal issue yang sedang diteliti. Pendekatan
perundang-undangan (statute approach) harus digunakan
pada penelitian normatif, karena didalamnya akan meneliti
berbagai regulasi yang menjadi fokus dan tema utama suatu
penelitian.

Disamping itu, pendekatan konseptual (conceptual
approach) juga diaplikasikan oleh peneliti pada penelitian ini
karena peneliti tidak beranjak dari regulasi yang ada,
konteksnya dalam penelitian ini adalah karena aturan kriteria
merek produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikat
halal belum diatur dalam undang-undang tertentu. Karenanya,
peneliti harus membuat suatu konsep guna dijadikan pedoman
dalam penelitiannya.

. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai
sumber datanya, dikarenakan fokus penelitian ini yakni
mengkaji sumber data yang berasal dari kepustakaan yang
berupa regulasi yang mengatur terkait sertifikasi halal di
Indonesia. Bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan non hukum merupakan data
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sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun

penjelasanya sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan
hukum yang memiliki otoritas bagi Masyarakat, dalam kata
lain bahan hukum primer mengikat bagi masyarakat'’ yaitu
dokumen hukum yang pada umumnya mempunyai
kekuatan hukum. Sumber hukum primer kajian ini berupa
regulasi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan
fatwa, baik fatwa MUI maupun fatwa DSN-MUI. Dalam
penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah
Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal (UU JPH), Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP)
No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal (UU JPH), Peraturan Pemerintah (PP) No. 39
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan
Produk Halal, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,
Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang
Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil, Keputusan
Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang

7 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011, him.
141.
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Layanan  Sertifikasi Halal, Keputusan ~ Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 20 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria
Sistem Jaminan Produk Halal, dan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor:44 Tahun 2020 Tentang
Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang
Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan
uraian lebih lanjut pada teks hukum dasar, diantaranya
yakni publikasi tentang hukum yang bukan berupa
dokumen-dokumen resmi. Jurnal-jurnal hukum, tesis yang
berkaitan dengan topik, dan buku-buku tentang ilmu
hukum digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam
penelitian ini.

c. Bahan yang bukan bagian dari sumber hukum primer atau
sekunder disebut sebagai bahan non-hukum. Sumber non
hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-
buku terkait teknik penelitian hukum.

. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh gambaran umum penelitian yang
sebanding dan relevan dengan pokok bahasan yang diteliti,
peneliti menggunakan studi pustaka (library research)
sebagai teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian

ini. Studi pustaka (library research) didefinisikan sebagai
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penelitian dimana sumber datanya berasal dari buku-buku dan
objek kajiannya menggunakan data pustaka.'®
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah dikumpulkan melalui studi pustaka, bahan
hukum selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Metode analisis
yang dikenal dengan analisis kualitatif didasarkan pada
hubungan antara teori, bahan hukum, dan konsep sebagai
umpan balik terus menerus dari teori dan konsep berdasarkan
kumpulan bahan hukum yang terkait dengan kriteria merek
produk sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat halal dari
MUIL.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan urutan dari
pembahasan pada penelitian ini yang digunakan dengan tujuan
supaya penelitian ini terstruktur dan persisten antar bagian yang
ada. Susunan penelitiannya secara umum adalah sebagai
berikut:

BAB | Pendahuluan, didalamnya akan diuraikan tentang
Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Relevan, Metode
Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB Il berisi tentang tinjauan umum kepastian hukum,
didalamnya akan diuraikan pengertian kepastian hukum, asas

kepastian hukum, kepastian hukum menurut para ahli, unsur-

'8 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, him.
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unsur kepastian hukum, tujuan kepastian hukum, akibat
ketidakpastian hukum.

BAB Il memuat tentang regulasi jaminan produk halal
di Indonesia. Didalamnya akan diuraikan mulai dari dasar
hukum jaminan produk halal di Indonesia, mekanisme
sertifikasi halal produk dan aturan merek produk dalam proses
pengajuan sertifikasi halal.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, didalamnya akan
diuraikan tentang analisis aturan kriteria merek produk agar
dapat bersertifikat halal dan analisis formulasi ideal terkait
penentuan kriteria merek produk untuk memperoleh sertifikat
halal.

BAB V Penutup yang memuat saran dan kesimpulan.



BAB IV
ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Kriteria Merek Produk Agar Dapat Bersertifikat Halal
Dalam kaitannya dengan aturan merek produk pada proses
pengajuan sertifikasi halal, terdapat beberapa regulasi yang telah
mengaturnya, diantaranya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk (UU JPH), akan tetapi, dalam UU JPH
hanya memuat aturan sebatas kewajiban adanya merek produk pada
produk yang akan dimohonkan sertifikat halal, yakni bahwa merek
produk adalah hal yang wajib ada sebagai salah satu dokumen
persyaratan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH yang harus
dipenuhi oleh pelaku usaha.™
Berkenaan dengan merek produk pada sertifikasi halal secara
umum juga diatur pada regulasi lain yakni: Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal; dan
Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dalam ketiga regulasi
tersebut juga memuat aturan yang sama seperti yang termuat pada
UU JPH berkenaan dengan merek produk dalam sertifikasi halal,
yakni produk yang akan dimohonkan sertifikat halal harus memiliki

nama produk (merek).

' Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal”, pasal 29, Hlm 14.
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Lebih lanjut terkait merek produk dalam sertifikasi halal,
terdapat regulasi yang mengatur berkenaan dengan nama produk.
Peraturan tersebut mengatur produk yang tidak dapat diajukan
pendaftaran sertifikasi halalnya karena nama (merek) produk
tersebut, yakni Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2021
Tentang Kiriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Termaktub
didalamnya, bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan mendaftar
sertifikasi halal bagi produk yang namanya melanggar syariat Islam,
atau melanggar tata krama dan kepatutan yang berlaku dan
berkembang di masyarakat, atau tidak mematuhi ketentuan
pelarangan nama produk yang termaktub dalam Lampiran B Tabel
B1 SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal 2

Berkaitan dengan produk yang tidak dapat didaftarkan
sertifikat halal, diatur juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Nomor:44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk
dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal,
didalamnya diatur mengenai kriteria nama produk (merek) yang
tidak dapat didaftarkan sertifikasi halal, diantaranya adalah:

a. Produk yang menggunakan nama dan/atau simbol-simbol

kekufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif;

20 Kepala Badan Jaminan Produk Halal, “Keputusan Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria
Sistem Jaminan Produk Halal”, Bab 2, Bagian D, Him. 14.
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b. Produk yang memuat nama-nama barang atau binatang yang
diharamkan, kecuali nama yang mempunyai sejarah panjang
(urf) dan bahan-bahannya telah dibuktikan tidak haram; yang
menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya
penafsiran kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan
tersebut. Dan yang mempunyai makna lain yang relevan dan
secara empirik telah digunakan secara umum.?

Dalam kaitannya dengan asas kepastian hukum, yang mana
asas ini ialah termasuk dalam 7 hal yang mendasari Sistem Jaminan
Produk Halal (SJPH) bahwasannya kepastian hukum dari status
halal suatu produk itu sendiri merupakan tujuan dari
diselenggarakannya Jaminan Produk Halal, maka penulis merasa
perlu untuk menganalisa lebih lanjut terkait regulasi mengenai
kriteria merek produk dalam sertifikasi halal.

Jika dianalisa menggunakan asas kepastian hukum, penulis
menyimpulkan bahwasannya regulasi-regulasi diatas belum
memenuhi asas kepastian hukum, karena apabila dikembalikan pada
makna dari istilah “kepastian hukum” itu sendiri secara konotasi
normatif, berarti keadaan dimana peraturan dibuat dan dilaksanakan
dengan pasti karena logis dan jelas, sehingga dapat mencegah

ambiguitas, keragu-raguan, dan multitafsir.?*> Dikatakan belum

! Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Nomor:44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan
Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal”, Bagian Kedua, Hlm. 4.

22 Eben Sirait, Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/2019 Tertanggal 25
November 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia. Diss, Universitas Komputer Indonesia. 2020.
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memenuhi asas kepastian hukum atau belum mencerminkan adanya
kepastian hukum terlihat dalam aturan-aturan yang mengatur
tentang merek produk dalam proses sertifikasi halal yakni
Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 20
Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 57 Tahun 2021 Tentang
Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang menggunakan kata
Syariat Islam dimana kata Syariat Islam ini merupakan kata yang
masih umum, mempunyai arti yang luas dan memiliki celah untuk
diartikan berbeda antara satu individu dengan individu lain
(multitafsir).

Ketidakpastian hukum dalam konteks serupa juga tercermin
dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:44 Tahun
2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk
yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal, dimana didalamnya terdapat
aturan yang menggunakan istilah-istilah dalam agama Islam yang
belum diartikan atau didefinisikan secara rinci dan lugas seperti
istilah kufur, maksiat, dan lain sebagiannya, dimana hal ini dapat
menjadi celah untuk dimaknai berbeda dalam mengartikan hukum
itu sendiri (multitafsir).

Adanya ketidakpastian hukum juga terlihat apabila
dihubungkan lagi dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yakni
konsep dimana hukum itu pasti karena hukum tersebut memiliki
kekuatan yang nyata. Dalam hal ini, Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor: 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan
Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi
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Halal belum memiliki kekuatan hukum yang konkret, karena sifat
fatwa sendiri yang tidak mengikat kecuali sudah diserap dalam
peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam suatu hukum belum tercermin sebuah
kepastian hukum, maka akan berdampak pada keadaan dimana
hukum menjadi unpredictable atau tidak dapat diprediksi yang
tentunya akan merugikan orang yang diharuskan mematuhi hukum
itu sendiri’®, yang mana dalam konteks sertifikasi halal, pihak yang
dirugikan adalah pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen.
Hukum juga dituntut untuk memiliki nilai kepastian, karena tanpa
nilai kepastian, hukum akan kehilangan makna, karena tidak dapat
dijadikan pedoman berperilaku dimana hal tersebut merupakan
fungsi hukum yang sebenarnya.

Jika membandingkan dengan beberapa aturan yang ada yang
ditujukan untuk mengatur kriteria merek produk dalam proses
pengajuan sertifikasi halal, penulis melihat, bahwasannya aturan
yang paling mendekati jelas dan rinci sebenarnya adalah Fatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:44 Tahun 2020 Tentang
Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat
Disertifikasi Halal, karena didalamnya disebutkan 2 kriteria produk
yang tidak dapat disertifikasi halal karena merek produknya, dalam

hal ini, menurut penulis, fatwa ini belum menjadi sumber hukum

? 1da Hanifah, “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah
Tangga Melalui Kepastian Hukum” Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17, No. 2,
2020, HIm. 207.

2 Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, Jurnal
Hukum: Kertha Widya, Volume 2, No. 1, 2014, HIm. 1.



23

yang mengikat, karena mengingat sifat dari fatwa itu sendiri yang
tidak mengikat apabila belum melalui proses positivisasi hukum,
yakni menyerap fatwa tersebut pada suatu undang-undang, maka
ketika belum diserap dalam suatu undang-undang di Indonesia,
fatwa tersebut tidak akan berlaku mengikat, sedangkan hukum di
Indonesia itu harus mengikat agar dapat dijadikan pedoman dan

dapat dipatuhi oleh masyarakat.

. Analisis Formulasi lIdeal Kriteria Merek Produk dalam
Memperoleh Sertifikat Halal

Berdasarkan analisa terkait kepastian hukum dari regulasi
kriteria merek produk dalam sertifikasi halal diatas, diperoleh
kesimpulan bahwasannya aturan terkait merek produk dalam
sertifikasi halal yang belum rinci ini menimbulkan kerancuan, hal
ini tidak sejalan dengan asas kepastian hukum yang bertujuan agar
suatu regulasi atau hukum itu mempunyai aturan yang jelas, supaya
tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat sebagai pihak
terkait, baik sebagai pelaku usaha, maupun konsumen.

Dalam kaitannya dengan aturan merek produk dalam
sertifikasi halal, sudah sepatutnya aturannya dibuat secara rinci,
spesifik, dan jelas. Rinci, spesifik dan jelas yang dimaksud disini
adalah tidak bermakna ganda dan tidak multitafsir. Adapun
kaitannya dengan aturan yang ada pada Keputusan Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 20 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk
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Halal dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 44 Tahun
2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk
yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal dimana didalamnya memuat
beberapa kriteria merek produk yang tidak dapat disertifikasi halal,
namun aturan tersebut masih bersifat umum dan belum spesifik
sehingga memungkinkan untuk menyebabkan timbulnya multitafsir.
Padahal, seharusnya aturan dibuat dengan rinci dan jelas.

Aturan harus dibuat dengan rinci dan jelas karena hal ini
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab 11
yakni  Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
bahwasannya dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan
harus berlandaskan asas Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan yang baik, yang meliputi salah satu diantaranya adalah
kejelasan rumusan.”® Asas kejelasan rumusan bermaksud bahwa
setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan
teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika,
pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah
dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam
interpretasi (multitafsir) dalam pelaksanaannya.

Selain itu, aturan harus dibuat dengan rinci dan jelas karena
hal ini sejalan dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan pada Bab Il yakni Asas Pembentukan Peraturan

 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, pasal 5, Hlm 5.
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Perundang-undangan, bahwa materi muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan asas yang salah satunya adalah asas
ketertiban dankepastian hukum.?® Asas ketertiban dan kepastian
hukum bermaksud bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Formulasi ideal berasal dari dua kata, yakni formulasi dan
ideal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), formulasi
berarti rumusan, dan ideal berarti sangat sesuai dengan yang dicita-
citakan atau sangat sesuai dengan yang dikehendaki. Formulasi
ideal dari suatu aturan harus mencerminkan asas kepastian hukum.
Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum tersebut jelas, tidak
multitafsir, sehingga tidak menimbulkan kebingungan, maka,
formulasi ideal dari aturan kriteria merek produk dalam sertifikasi
halal ini diartikan sebagai versi lebih rinci dan jelas dari aturan
kriteria merek produk dalam sertifikasi halal yang sudah ada, yaitu
sebagai berikut:

Pertama, nama produk tidak boleh bertentangan dengan
syariat Islam. Syariat Islam berarti hukum agama Islam yang
berasal dari Allah SWT yang menetapkan peraturan hidup
manusia.’ Jadi yang bertentangan dengan syariat Islam disini
bermaksud segala hal yang merupakan larangan dari Allah SWT.

Aturan ini memiliki hubungan dengan aturan merek produk dalam

*® Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, pasal 6, Hlm 6.

%’ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi
Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
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sertifikasi halal yang selanjutnya, yaitu nama dan/atau simbol-
simbol produk tidak boleh mengarah pada hal kekufuran,
kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif.

Kufur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak
beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Bisa diartikan bahwa
nama dan/atau simbol produk yang mengandung unsur kekufuran
seperti setan, iblis, valentine, santa claus dan lainnya dikategorikan
sebagai nama dan/atau simbol produk yang mengarah pada
kekufuran. Contohnya adalah mie iblis, ceker setan, coklat
valentine, dan lainnya.

Adapun maksiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti
perilaku yang melanggar perintah Allah SWT. Maksiat juga berarti
perbuatan yang tercela. Dapat diartikan bahwa nama dan/atau
simbol produk yang mengandung unsur kemaksiatan seperti disco,
mabuk, zina, masuk dalam kategori nama dan/atau simbol produk
yang mengandung unsur kemaksiatan.

Dalam aturan ini yang dimaksud dengan hal yang berkonotasi
negatif adalah suatu hal atau kata-kata yang buruk. Ini berarti nama
dan/atau simbol produk yang mengandung kata atau kalimat yang
berkonotasi negative, seperti jelek, busuk, bodoh masuk dalam
kategori nama dan/atau simbol produk yang berkonotasi negatif.

Kedua, nama produk tidak boleh bertentangan dengan etika
dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Yang
termasuk didalamnya adalah adalah hal-hal yang berbau erotis atau
vulgar, tentunya ini sangat bertentangan dengan etika dalam

masyarakat, juga dinilai sangat tidak patut.
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Produk yang menggunakan nama benda/hewan yang
diharamkan, kecuali: yang telah mentradisi (‘urf) yang dipastikan
tidak mengandung bahan yang diharamkan; yang menurut
pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran
kebolehan mengkonsumsi hewan yang diharamkan tersebut. Dan
yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empirik telah
digunakan secara umum. Aturan ini sudah cukup jelas, Adapun
contohnya adalah seperti bir pletok dan hotdog. Adapun bir pletok
merupakan minuman tradisional yang bahan pembuatannya tidak
mengandung bahan haram seperti bir, nama bir pletok berasal dari
pembuatan minuman tersebut yang dibuat dengan cara dikocok
hingga mengeluarkan busa. Adapun mengenai hotdog merujuk
kepada istilah lain dari sandwich yang berarti sosis yang dimakan
bersama dengan roti lunak (bun).

Adapun uraian dari beberapa istilah diatas, idealnya harus ada
atau dicantumkan pada aturan yang berbentuk undang-undang atau
peraturan pemerintah yakni pada bagian ketentuan umum, sebagai
patokan yang pasti atas arti atau makna dari istilah yang dimaksud
dalam peraturan tersebut, sehingga tidak menimbulkan celah untuk
diartikan berbeda atau multitafsir, dengan itu, kepastian hukum
dalam aturan tersebut bisa dikatakan terpenuhi. Hal ini sebagaimana
termaktub dalam Lampiran Penjelasan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Ketentuan

Umum berisi batasan pengertian atau definisi.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian pembahasan terkait dengan
regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut, bahwa aturan mengenai kriteria nama
produk (merek) dalam memperoleh sertifikat halal sesungguhnya
telah diatur dalam 2 regulasi, yakni dalam Keputusan Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 20 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk
Halal dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 44 Tahun
2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk
yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal. Namun 2 regulasi tersebut
hanya mengatur secara umum atau belum mengatur secara tegas
dan spesifik terkait kriteria merek produk yang dapat atau tidak
dapat disertifikasi halal. Sehingga dapat dikatakan, bahwa 2 regulasi
diatas masih memiliki celah untuk dapat diartikan berbeda atau
multitafsir, oleh karena itu, seharusnya aturan-aturan tersebut dibuat
secara rinci dan jelas.

Adapun formulasi ideal suatu aturan adalah harus
mencerminkan asas kepastian hukum. Berkaitan dengan aturan
kriteria merek produk dalam sertifikasi halal, aturan-aturan yang
ada terkesan belum mencerminkan asas kepastian hukum, karena

belum tercermin adanya aturan yang tegas dan jelas terkait kriteria
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merek produk yang dapat maupun tidak dapat disertifikasi halal,
oleh karenanya, seharusnya formulasi ideal aturan kriteria merek
produk dalam memperoleh sertifikasi halal itu harus secara jelas
dan tegas mengatur hal tersebut dan tidak menimbulkan celah untuk
diartikan berbeda atau multitafsir, seperti apabila kata-kata yang
digunakan dalam suatu regulasi Dberpotensi menimbulkan
multitafsir, maka seharusnya kata-kata tersebut dijelaskan atau

didefinisikan dalam ketentuan umum peraturan tersebut.

. Saran

Saran untuk pemerintah sebagai pembuat regulasi, khususnya
BPJPH selaku penyelenggara sertifikasi halal sekaligus yang
memiliki kewenangan dalam penyusunan Sistem Jaminan Produk
Halal untuk menindaklanjuti masalah ini dengan lebih memperinci
aturan kriteria merek produk dalam sertifikasi halal atau membuat
aturan khusus yang berisi aturan kriteria merek produk dalam

sertifikasi halal dengan formulasi yang ideal.
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